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Abstract: Link and match policies implemented by SMK with various shapes and models. “Industrial
Education Class “ model is one form of manifestation of the link and match policy, which is a model
of the implementation of vocational education is arranged and agreed upon by the school and indus-
try. Students receive education in schools in the form of normative subjects, adaptive and basic vo-
cational. While in industry, students working directly in the field carrying out appropriate jobs in the
industry. Education system arranged in layers with the block system, planned, implemented, and
supervised by the school and industry separately or together. This model combines the learning-ori-
ented vocational training in schools and learning experiences related to working in the industry.
Work learning experience provided to students must be in accordance with the program of study and
career goals of students. The integration of vocational training in the school and experience working
in the industry will form the character of students to be responsible, disciplined and enjoys the work,
so that “Industrial Education Class” model able to improve the quality of vocational graduates.
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Abstrak: Kebijakan link and match  dilaksanakan olek SMK dengan berbagai ragam bentuk dan mo-
del. Model “Pendidikan Kelas Industri” adalah salah satu bentuk perwujudan dari kebijakan link
and match, yaitu suatu model pelaksanaan pendidikan kejuruan yang diatur dan disepakati oleh se-
kolah dan industri. Peserta didik  menerima pendidikan di sekolah berupa mata pelajaran normatif,
adaptif dan dasar kejuruan. Sedangkan di industri peserta didik bekerja langsung di lapangan sesuai
pekerjaan yang ada. Sistem pendidikan diatur secara berlapis dengan sistem blok, direncanakan, di-
laksanakan dan disupervisi oleh sekolah dan industri secara terpisah atau bersama-sama. Model ini
memadukan antara pembelajaran yang berorientasi pada latihan kerja di sekolah dan pengalaman
belajar dengan bekerja di industri. Pengalaman belajar dan bekerja yang diberikan kepada peserta di-
dik harus sesuai dengan program studi dan tujuan karir peserta didik. Keterpaduan pengalaman la-
tihan kerja di sekolah dan bekerja di industri akan membentuk karakter peserta didik untuk bertanggung
jawab, disiplin dan menyenangi pekerjaan, sehingga model “Pendidikan Kelas Industri” mampu me-
ningkatkan mutu lulusan SMK.

Kata kunci: kelas industri, mutu lulusan, SMK

Paradigma pembangunan bidang pendidikan
yang dominan telah mulai bergeser ke
paradigma desentralistik. Terbitnya Undang-

undang No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah, me-
nandai perlunya desentralisasi dalam banyak urusan
yang semula dikelola secara sentralistik. Menurut
Suryosubroto (2012), salah satu tujuan desentralisasi
adalah meningkatkan pengertian serta dukungan ma-
syarakat dalam kegiatan pembangunan dan melatih
agar dapat mengatur urusannya sendiri. Kemauan

berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan (ter-
masuk pengembangan pendidikan) harus ditumbuh-
kan dan ruang partisipasi perlu dibuka selebar-lebar-
nya. Kemampuan berpartisipasi terkait dengan kepe-
milikan sumber daya yang diperlukan untuk dilibatkan,
baik kualitas sumber daya manusia maupun sumber
daya lainnya seperti dana, tenaga, dan lain-lain harus
dikembangkan.

Agar kemampuan berpartisipasi dimiliki oleh
masyarakat, perlu adanya peningkatan sumber daya
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manusia dengan cara memperbaharui dan meluas-
kan tiga jenis pendidikan masyarakat baik formal, non
formal maupun informal (Suryosubroto, 2012). Selan-
jutnya Suryosubroto menjelaskan bahwa akses yang
luas terhadap tiga jenis pendidikan tersebut akan
mempercepat tingginya tingkat pendidikan dan ke-
mampuan masyarakat berpartisipasi dalam pemba-
ngunan bidang pendidikan. Hal ini selaras dengan
prinsip penyelenggaraan pendidikan dengan memper-
dayakan semua komponen masyarakat melalui peran
serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu
layanan pendidikan (UUSPN No.20/2003 Pasal 4,
ayat 6).

Hubungan sekolah dengan masyarakat industri
sangat besar manfaat dan artinya bagi kepentingan
pembinaan, dukungan moral, material, dan pemanfa-
atan masyarakat industri sebagai sumber belajar. Ma-
syarakat dapat mengetahui berbagai hal mengenai
sekolah dan inovasi-inovasi yang dihasilkan, menya-
lurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan,
melakukan tekanan, dan tuntutan terhadap sekolah.
Berbagai teknik dan media dapat dilakukan, seperti
mengadakan rapat atau pertemuan, surat menyurat,
buku penghubung, buletin sekolah, dan kegiatan-kegi-
atan ekstrakurikuler yang bermanfaat bagi peserta
didik maupun orang tua.

Model manajemen hubungan sekolah dengan
masyarakat industri merupakan seluruh proses kegi-
atan sekolah yang direncanakan dan diusahakan se-
cara sengaja dan sungguh-sungguh oleh SMK, serta
pembinaan secara kontinyu untuk mendapatkan sim-
pati masyarakat pada umumnya, khususnya masyara-
kat industri yang berkepentingan langsung dengan
sekolah terkait dengan ketenagakerjaan. Kegiatan
operasional pendidikan, kinerja, dan produktivitas se-
kolah diharapkan semakin efektif, dan efisien.

Dalam PP 29/1990, pendidikan kejuruan dijelas-
kan pada Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan “pendidik-
an menengah kejuruan adalah pendidikan pada jen-
jang pendidikan menengah yang mengutamakan pe-
ngembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan
jenis pekerjaan tertentu”. Pasal 3 Ayat 2 menyebut-
kan bahwa pendidikan menengah kejuruan menguta-
makan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan
kerja serta mengembangkan sikap profesional.
Tujuan SMK adalah menyiapkan tenaga kerja teram-
pil tingkat menengah yang profesional sesuai bidang
keahlian yang dipilih, maka kerja sama antara sekolah
dengan industri menjadi bagian sistem pendidikan
yang sangat penting.

SMK merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari masyarakat industri, karena keduanya saling

membutuhkan dan tergantung. Menurut survey salah
satu sekolah di Amerika terdapat 85% industri mena-
warkan magang kepada siswa (OECD, 2010:35) de-
ngan jalan menjadikan siswa magang harian. Jika
sukses, mereka akan magang lebih lama di perusaha-
an tertentu. Kerjasama antara sekolah dan industri
menurut OECD menjadi metode yang efektif dan
kokoh untuk mempersiapkan siswa menghadapi du-
nia kerja. Produk pendidikan berupa lulusan, akan
menjadi harapan dan dambaan masyarakat industri.

Keterbatasan pemerintah dalam pengadaan
sarana dan prasarana, serta pembiayaan pendidikan,
menyebabkan dukungan serta partisipasi masyarakat
menjadi penting, terutama masyarakat industri yang
terkait langsung dengan sekolah menengah kejuruan
(SMK). Pendidikan sebagai lembaga sosial akan se-
makin lancar dan berhasil dalam melaksanakan tu-
gasnya dan memperoleh simpati masyarakat indus-
tri, jika dapat menjalin hubungan yang akrab dan serasi
dengan masyarakat dan lingkungan, melalui manaje-
men pengembangan hubungan sekolah dengan ma-
syarakat industri.

Menurut Greinert (1994), terdapat tiga model
pendidikan kejuruan: model pasar (the market mod-
el), model sekolah (the school model), dan model
sistem ganda (the dual system model). Pada model
pasar, pemerintah tidak terlibat dalam proses kualifi-
kasi kejuruan. Model ini disebut juga model liberal
dan langsung diarahkan pada produksi dan pasar ker-
ja. Sementara model pendidikan sekolah, pemerintah
berperan merencanakan, mengorganisasikan, dan
memantau pelaksanaan pendidikan kejuruan. Model
pendidikan kejuruan ini disebut model birokratik. Se-
dangkan model sistem ganda merupakan perpaduan
dari model pasar dan model sekolah. Pemerintah ber-
peran sebagai pengawas model pasar dalam model
ini. Sistem pendidikan ini disebut dual system, karena
pelaksanaan pendidikan dilakukan di dua tempat, di
sekolah dan dunia usaha.

Model kerja sama yang lain adalah antara lem-
baga pendidikan dan industri yang dikembangkan di
Amerika Serikat (Rivai & Murni, 2010; Sonhadji,
2012 dan Greinert ,1994), yaitu disebut model pendi-
dikan kooperatif (cooperative education). Pendidik-
an kooperatif mempunyai karakteristik sebagai beri-
kut: (1) dilindungi oleh undang-undang yang kuat, se-
hingga baik sekolah maupun industri mempunyai ikat-
an legal yang harus dipatuhi; (2) mengacu pada peng-
ajaran yang berorientsi pada lapangan kerja (occupa-
tionally oriented instruction) di sekolah dan penga-
laman belajar yang berkaitan dengan pekerjaan
(work-related learning experience) di industri; (3)
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kegiatan direncanakan dan disupervisi dengan baik;
(4) adanya pengaturan waktu antara kedua kegiatan
secara berlapis-berulang, yang memungkinkan siswa
dapat belajar di sekolah sambil bekerja di industri;
(5) pengalaman belajar dan bekerja harus sesuai de-
ngan program studi atau tujuan karier subjek didik;
(6) adanya perjanjian pelatihan siswa (student train-
ing agreement) yang ditandatangani oleh siswa,
orang tua, koordinator/sekolah, dan supervisor/peru-
sahaan; dan (7) siswa yang sedang bekerja diberi u-
pah oleh perusahaan yang bersangkutan (Rivai &
Murni, 2010; Sonhadji, 2005 dan Greinert ,1994).

Karakteristik pendidikan kooperatif mirip dengan
PSG (Pendidikan Sistem Ganda), tetapi terdapat be-
berapa perbedaan pokok. Pendidikan Sistem Ganda
adalah sistem pendidikan dan pelatihan secara kom-
prehensif oleh sekolah menengah kejuruan. Penye-
lenggaraan pendidikan dilaksanakan di dua tempat,
yaitu di sekolah dan industri (the dual system model).
PSG dapat berjalan dengan baik jika ada kesepakatan
kedua belah pihak antara sekolah dan industri (Djojo-
negoro, 1994).

Pendidikan kooperatif merupakan sistem pela-
tihan di industri yang basis pendidikannya tetap di
sekolah. PSG merupakan sistem pendidikan secara
keseluruhan, dan pendidikan kooperatif merupakan
bagian dari sistem pendidikan. Perbedaan pendidikan
kooperatif dengan model pendidikan tradisional (the
school model) terletak pada penyelenggaraan praktik
industri yang lebih terencana, bersistem, dan diperkuat
oleh undang-undang. Jadi, pendidikan kooperatif ter-
letak di antara pendidikan berbasis sekolah dan PSG.

Terdapat empat model penyelenggaraan pendi-
dikan kejuruan: (1) model pasar, (2) model PSG, (3)
model pendidikan kooperatif, dan (4) model sekolah.
Selama ini, di Indonesia dilaksanakan model PSG un-
tuk semua SMK dengan berbagai kondisi. Kendala-
kendalanya, antara lain: keragaman geografis, kera-
gaman kesiapan dan potensi SMK, keragaman pro-
gram SMK yang kurang didukung oleh keberadaan
industri di daerah yang bersangkutan, kurang efektif-
nya guru pembimbing dari sekolah, dan instruktur di
industri, sulitnya menjalin kerja sama dengan institusi
pasangan, serta lemahnya manajemen pelatihan di
industri. Agar lebih efisien apabila model PSG tidak
harus dilaksanakan untuk semua SMK. Setiap seko-
lah, dengan pertimbangan Majelis Sekolah, diberi ke-
bebasan untuk memilih salah satu di antara empat
model di atas, yaitu: model pasar, model PSG, model
pendidikan kooperatif, dan model sekolah, tergantung
dari kemampuan, potensi, kesiapan, dan lingkungan
masing-masing SMK.

Model yang sesuai menurut penulis dan dapat
diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan mutu
pendidikan, mampu mencetak tamatan SMK yang
siap kerja, mampu menciptakan lapangan kerja, dan
mampu bersaing dalam era global adalah model pen-
didikan kooperatif (model kerjasama antara sekolah
dan industri) yang selanjutnya di sebut dengan model
“Pendidikan Kelas Industri” disingkat Model
“Diklastri”. Uraian tentang Model “Pendidikan Kelas
Industri” merupakan alternatif meningkatkan mutu
pendidikan di SMK. Kajian diperoleh dari hasil peneli-
tian dengan pendekatan kualitatif, studi kasus di SMK
Negeri 1 Singosari Malang.

Fokus penelitian model “Diklastri” sebagai alter-
natif meningkatkan mutu lulusan di SMK sebagai beri-
kut. (1) Langkah-langkah persiapan pelaksanaan mo-
del “Diklastri”. (2) Pelaksanaan pendidikan dengan
model “Diklastri”.

METODE

Pelaksanaan penelitian pendidikan model “Dik-
lastri” di SMK Negeri 1 Singosari Malang dilaksana-
kan pada tahun 2013 dengan menggunakan  pendekat-
an kualitatif dengan rancangan studi kasus. Subjek
penelitian dipilih berdasarkan purposif sampling, yaitu:
kepala sekolah, wakil kepala sekolah urusan hubung-
an masyarakat dan industri, wakil kepala sekolah u-
rusan penelitian dan pengembangan, ketua bursa ker-
ja khusus, ketua program keahlian, guru produktif,
dan industri mitra. Teknik pengambilan data menggu-
nakan cara wawancara, dokumentasi dan observasi.

Teknik analisis data dalam penelitian dilakukan
selama peneliti berada di lapangan dan setelah penca-
rian data di lapangan dengan mengacu teori Miles &
Huberman (1992), Bogdan & Biklen (1982), serta
Lincoln dan Guba (1985). Analisis data dimaksud de-
ngan menggunakan analisis data kasus individu (indi-
vidual case) meliputi: (1) observasi yang dilakukan
secara terus menerus (persistent observation); (2)
triangulasi (triangulation); (3) diskusi teman sejawat
(peer reviewing); dan (4) pengecekan mengenai ke-
cukupan referensi (referential adequancy checks).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan
dokumentasi dengan trianggulasi data, maka dipero-
leh berbagai temuan tentang pelaksanaan pendidikan
dengan model “Diklastri” sebagai berikut.
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Langkah-Langkah Persiapan Pelaksanaan
Pendidikan Model “Diklastri”

Faktor utama yang menentukan keberhasilan
pembangunan adalah tersedianya sumber daya ma-
nusia (SDM) yang berkualitas, yang memiliki kompe-
tensi yang dibutuhkan untuk pengembangan industri
dan sektor-sektor ekonomi lainnya. Pertumbuhan
penduduk usia kerja (angkatan kerja) yang terus me-
ningkat tanpa diiringi peningkatan kompetensi dan
keterampilan hanya menambah beban yang harus
dipikul bersama oleh masyarakat, dunia usaha, dan
pemerintah. Sebaliknya, angkatan kerja yang memiliki
kompetensi merupakan asset (human capital) yang
dibutuhkan untuk pembangunan berbagai sektor pere-
konomian (Priyowiryanto, 2001).

Globalisasi yang sedang dan terus berlangsung
meningkatkan persaingan di berbagai bidang, terma-
suk sektor ketenagakerjaan. Perkembangan pesat
teknologi komunikasi dan informasi (information
communication technology/ICT) dan semakin luas-
nya jangkauan sarana dan prasarana transportasi
mengakibatkan lalu lintas tenaga kerja (human capi-
tal) antar negara semakin meningkat. Sebagaimana
persaingan pada sektor-sektor lainnya, manfaat dari
situasi seperti ini akan lebih banyak dinikmati oleh
negaranegara maju yang memiliki sumber daya ma
nusia lebih berkualitas. Keunggulan komparatif (com-
parative advantage) saja tidak cukup, dibutuhkan
keunggulan kompetitif (competitive advantage) te-
naga kerja yang akan memasuki persaingan pasar
tenaga kerja.

Pendidikan kejuruan menurut Calhoun & Finch
(1982) sebagai program pendidikan terorganisasi
yang secara langsung berkaitan dengan penyiapan
individu memasuki dunia kerja. Selanjutnya Miller
(1985) menjelaskan bahwa pendidikan kejuruan me-
rupakan pendidikan persiapan kerja. Di Amerika ke-
butuhan dan persiapan kerja yang diterima adalah
80% dari semua pemuda yang memasuki pasar kerja
tanpa gelar. Mereka membutuhkan pendidikan keju-
ruan untuk persiapan memasuki dunia kerja. Beban
ekonomi dan status sosial disebabkan oleh pengang-
guran. Hal ini dapat diatasi dengan masuknya para
pemuda pada pendidikan kejuruan untuk diajarkan
keahlian, pengetahuan, kebiasaan dan sikap sesuai
dengan kebutuhan dunia usaha/industri. Dengan latih-
an kerja di industri para pemuda sudah mempersiap-
kan diri untuk bekerja, sehingga mereka dapat
melaksanakan kerja pasca latihan dengan nyaman
tanpa stres karena sudah menjadi tenaga kerja
terlatih.

Sekolah kejuruan diselenggarakan untuk meng-
hasilkan tamatan yang segera dapat “dipakai” oleh
industri dan dunia usaha, tetapi mata rantai antara
produksi tenaga kerja oleh sekolah dan pekerjaannya
setelah tamat tidak sesederhana seperti yang diduga.
Teorinya, produktivitas suatu masyarakat akan sema-
kin baik bila semakin banyak tempat kerja diduduki
oleh orang yang paling sesuai, sehingga ada tuntutan
sinkronisasi antara program sekolah dan spektrum
keperluan tenaga kerja. Praktiknya masalah yang di-
hadapi lebih rumit lagi. Sekolah hanya dapat membe-
kali siswa dengan kemampuan dan kemahiran. Un-
tuk sampai pada pekerjaan masih memerlukan dua
unsur, yaitu adanya kemauan dan kesempatan.

Menurut Billett (2011) program pendidikan keju-
ruan harus menyertakan cara-cara untuk membantu
individu dalam menentukan pekerjaan yang cocok,
dan membangun keahlian yang dibutuhkan untuk me-
lakukan pekerjaan. Pendidikan kejuruan biasanya le-
bih disesuaikan dengan tuntutan dunia kerja. Kasus
dalam sekolah kejuruan jauh lebih rumit karena
“produsen” dan “konsumen” tidak di bawah satu atap
pengaturan. Pihak “produsen” masih harus mengan-
dalkan perencanaannya pada angka-angka proyeksi
yang dalam kenyataannya masih akan bergantung
pada perkembangan yang diwarnai oleh situasi pola
perekonomian yang berlaku. Tidak semua “kesem-
patan” yang tersedia bagi tamatan sekolah kejuruan
berbentuk “lowongan kerja” yang ditawarkan oleh
industri atau dunia usaha yang bermaksud “mempe-
kerjakan” mereka. Ada kalanya “kesempatan” ha-
nya peluang untuk mandiri baik sendiri ataupun berke-
lompok (Salladien, 1988).

Tujuan pendidikan kejuruan sebagaimana dise-
butkan di atas, maka SMK Negeri 1 Singosari Malang
mencari solusi dalam peningkatan mutu pendidikan-
nya dengan melalui jalinan kerja sama antara sekolah
dan industri. Salah satu bentuk kerja sama tersebut
diwujudkan dengan membentuk model pendidikan ke-
las industri (industrial education class) (Gambar
1).

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan
dengan triangulasi data, langkah-langkah yang
ditempuh oleh SMK Negeri 1 Singosasri Malang da-
lam mempersiapkan model pendidikan kelas industri
(industrial education class) adalah sebagai berikut.
(1) Membangun kerja sama yang harmonis dengan
industri mitra tempat praktik kerja industri (Prakerin),
(2) Merencanakan model pendidikan kelas industri
(industrial education class) bersama industri mitra
PT. Trakindo Utama Jakarta, yang dituangkan dalam
perjanjian kerja sama oleh kedua belak pihak, (3)
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menyusun kurikulum bersama sesuai kebutuhan indus-
tri, (4) menentukan kebutuhan guru/instruktur yang
mengajar di sekolah maupun di industri, (5) menentu-
kan sarana dan prasarana praktik, buku ajar dan  sum-
ber belajar yang harus disiapkan  di sekolah oleh ke-
dua belah pihak, (6) menentukan jadwal pembelajaran
di sekolah dan di industri (on the job training/OJT),
(7) menentukan pelaksanaan ujian nasional (UN) dan
uji kompetensi (Sumber: diolah dari data wawancara,
observasi dan dokumen BKK SMK Negeri 1 Singo-
sari Malang, 2013).

Pelaksanaan Pendidikan dengan Model
“Diklastri”

Kerja sama (cooperative) antara pendidikan
kejuruan dan industri merupakan hal yang sangat
penting, karena kemitraan mewadahi kepedulian ber-
sama yang masing-masing memiliki kebutuhan dan
kepentingan berbeda. Kemitraan merupakan simbio-
sis mutualism, yaitu pendidikan kejuruan  membutuh-
kan industri, dan industri membutuhkan sekolah keju-
ruan untuk mempertahankan kelangsungan hidup ma-
sing-masing (Sonhadji, 2012).

Strategi kerja sama antara pendidikan kejuruan
dengan industri menurut Mattews & Norgaad (1984)
adalah sebagai berikut. (1) Kontribusi. Antara sekolah
kejuruan dan industri saling memberi kontribusi seca-
ra sukarela untuk kepentingan kedua belah pihak.
Contoh: kegiatan magang siswa memberikan keun-
tungan bagi industri dengan merekrut tenaga kerja
yang berpotensi saat magang, bagi sekolah adalah
membantu menghemat biaya pendidikan dan mem-
percepat penyaluran lulusan. (2) Pembelian dan per-
tukaran. Sekolah kejuruan dapat membeli produk-
produk unggulan dari industri untuk menunjang pe-
ningkatan keahlian dan peralatan praktik. Sekolah
kejuruan dapat memberikan pelayanan konsultasi dan

pelatihan bagi karyawan industri. (3) Jejaring. Kedua
belah pihak membentuk mekanime jejaring untuk me-
mecahkan masalah-masalah antara industri dan seko-
lah kejuruan. (4) Kerja sama kemitraan. Kedua belah
pihak menjalin kerja sama pengelolaan keuangan un-
tuk kepentingan bersama.

Pelaksanaan pendidikan kelas industri (indus-
trial education class) di SMK Negeri 1 Singosari
Malang pada dasarnya merupakan bentuk kerja sama
antara industri dengan sekolah seperti dijelaskan
Mattews & Norgaad (1984), bertujuan membantu
siswa agar cepat memperoleh pekerjaan setelah se-
lesai pendidikan di SMK, sehingga model pendidikan
kelas industri (industrial education class) harus di-
kelola secara sungguh-sungguh dan bertanggung ja-
wab. Pelaksanaan pendidikan kelas industri menye-
babkan pembinaan hubungan yang harmonis dengan
pihak lain seperti masyarakat dan industri menjadi
sangat penting. Tujuan membina hubungan dengan
masyarakat adalah untuk menciptakan dan memeli-
hara sikap yang menyenangkan bagi lembaga atau
organisasi dengan publik, yaitu dengan komunikasi
yang harmonis dan timbal balik (Widjaya, 2008).

Menurut OECD (2010) tujuan dikembangkan-
nya pendidikan kejuruan dengan pola kerja sama (co-
operative) adalah: (1) menyeimbangkan setiap ke-
mampuan karyawan pada perusahaan dengan pela-
tihan kejuruan agar setiap perusahaan mempunyai
karyawan yang kompeten di bidangnya masing-ma-
sing, (2) memenuhi kebutuhan industri agar SMK
dapat menyesuaikan kebutuhan dunia industri, (3) pe-
ngembangan kemampuan baru, (4) pendidikan keju-
ruan membantu meningkatkan kemampuan kerja
sehingga benar-benar ahli dalam bidangnya, (5) pro-
gram kejuruan dapat memenuhi semua kebutuhan
industri dengan semua keterampilan yang dibutuhkan
terdapat dalam kurikulum pendidikan kejuruan.

Hasil pengumpulan data di lapangan dengan tek-
nik wawancara, pengamatan, dan dokumentasi data
di SMK Negeri 1 Singosari Malang, maka dapat dije-
laskan pelaksanaan pendidikan kelas industri (indus-
trial education class) sebagai berikut. (1) Kelas
kerja sama dengan lama pendidikan 3 tahun. (2) Se-
mester I, II, dan III siswa mengikuti pendidikan di
sekolah dengan bimbingan pihak sekolah dan industri.
(3) Semester IV dan semester V, siswa separuh wak-
tu di industri dan separuh waktu di sekolah; OJT di
industri selama 3 bulan dan pendidikan di sekolah
selama 3 bulan. (4) Semester VI siswa melaksanakan
pembelajaran di sekolah secara penuh untuk persiap-
an ujian nasional (UN) dan uji kompetensi produktif
(UKP). (5) Setelah siswa dinyatakan tamat belajar,
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siswa direkrut oleh industri untuk dilakukan penem-
patan dengan memenuhi syarat-syarat; sehat jasmani
dan rohani yang ditunjukkan dengan surat dokter ter-
masuk bebas narkoba, mengumpulkan foto copy ija-
zah, mengisi dan menandatangani perjanjian kerja,
mengumpulkan pas foto, dan persyaratan lain yang
dibutuhkan (Gambar 2).

Model pendidikan kelas industri (industrial
education class) kurikulum Sekolah Menengah Ke-
juruan (SMK) disusun bersama antara sekolah dan
industri. Kurikulum disusun dengan menggunakan
dua pendekatan utama, yaitu “Pendekatan Pengem-
bangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (Competen-
cy Based Curriculum Development Approach)”
dan “Pendekatan Pengembangan Kurikulum Berbasis
Luas (Broad Based Curriculum Development Ap-
proach) (Depdikbud, 1999). Secara konseptual ke-
dua pendekatan tersebut memiliki perbedaan yang
mendasar. Pendekatan berbasis kompetensi Compe-
tency Based lebih menitikberatkan bahwa kurikulum
berisi bahan pembelajaran yang membekali tamatan
agar dapat melaksanakan tugas-tugas pekerjaan yang
ada di lapangan kerja, sehingga kurikulum berisi kom-
petensi-kompetensi (terutama keterampilan) yang di
dibutuhkan di lapangan kerja. Sebaliknya pendekatan
berbasis luas (Broad Based) lebih mengutamakan
pertimbangan pada pemberian bekal agar lulusan da-
pat berkembang secara berkelanjutan, sehingga kuri-
kulum berisi kemampuan-kemampuan (terutama in-
telektual dan emosional) yang memungkinkan lulus-
an mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi secara terus-menerus.

Selama pembelajaran di sekolah model pendidik-
an kelas industri, peserta didik Program Studi Teknik
Mesin dididik oleh guru-guru dari SMK Negeri 1 Si-
ngosari Malang dan instruktur dari industri. Pengajar
bidang adaptif dan normatif semua dari sekolah, se-

dangkan pengajar bidang produktif (dasar kejuruan
program keahlian) diajar oleh instruktur dari industri
dan sebagian dari guru SMK yang sudah mendapat-
kan training dari industri dan/atau guru yang sudah
memiliki pengalaman industri. Sedangkan selama sis-
wa melaksanakan OJT di industri, sepenuhnya dibim-
bing oleh instruktur dari industri, sedangkan guru pem-
bimbing sekolah melakukan monitoring secara perio-
dik.

Pelaksanaan uji kompetensi pendidikan model
pendidikan kelas industri dilaksanakan di sekolah dan/
atau di industri. Naskah uji kompetensi sepenuhnya
dibuat oleh pihak industri sebagai calon pengguna
lulusan. Siswa yang lulus uji kompetensi dan lulus
ujian nasional direkrut oleh industri sebagai tenaga
kerja, sedangkan siswa yang belum lulus, gugur seba-
gai calon tenaga kerja di industri dan harus mengulang
pendidikan selama satu tahun di tingkat III yaitu se-
mua mata pelajaran/diklat semester V dan VI.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pendidikan kelas industri (industrial education
class) yang diselenggarakan oleh SMK Negeri 1 Si-
ngosari Malang adalah model pendidikan kejuruan
yang menyediakan pembelajaran di kelas disertai
dengan pembelajaran yang dilaksanakan di industri
dengan siswa bekerja langsung di tempat kerja. Pen-
didikan kelas industri (industrial education class)
dilaksanakan dengan adanya: (1) kerja sama saling
menguntungkan dan saling membutuhkan (simbiosis
mutualism), (2) pendidikan dirancang oleh sekolah
dan industri, (3) rotasi antara belajar di sekolah dan
di dunia kerja/industri, (4) perjanjian kerja sama seca-
ra tertulis antara kedua belah pihak, (5) model ini
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memadukan antara pengajaran yang berorientasi
lapangan kerja (occupationally oriented instruc-
tion) di sekolah dan pengalaman belajar yang berkait-
an dengan kerja (work related learning experi-
ence) di industri, (6) terjaminnya lapangan kerja bagi
lulusan SMK, karena langsung direkrut oleh industri
setelah tamat.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan sebagai beri-
kut. (1) Model pendidikan kelas industri (industrial
education class) dapat diikuti dan dirujuk oleh SMK
lain dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan
bidang keahlian yang ada di sekolah. (2) Waktu pelak-
sanaan pembelajaran dapat dibuat model “blok” tidak
harus berlapis berulang. Misalnya, pendidikan di se-
mester I, II, dan III dilakukan di sekolah, semester
IV dan V dilakukan di industri, kemudian semester
VI di sekolah persiapan ujian nasional dan uji kompe-
tensi. (3) Pelaksanaan model pendidikan kelas industri
(industrial education class) perlu mendapatkan per-
hatian pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan
pemerintah, keputusan menteri, atau keputusan ber-
sama menteri.
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